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Ahstr$Ei :

UU No.1 tahun 1974 mengatakan bahwa "perkawinan adala.ir iii;;i;i.ri Iat:ir dan b;rthin antara
:: :al-ig pria dan seorallg wanita sebagai suarri istcri dengair tujuan rriclribc;ntull keiuarga (rumah
:."lga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Hsa""l:lagi perkarvinan yang
: ...'h melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk
*.,angsungkan perkawinan, seperti yang teftera dalam Pasal 7 ayat I t.-i(i No.l Tahun 1974.
r:.;S?I1 usia untuk melangsungkan perkarvinan itu pria sudah berusia i{i {sgm6iian belas )dan

-..rta sudah berusia 16 (enam belas) Tahun. Secara eksplisit keterrtuan tcls*bLit dijeiaskan bahwa
:. .,p perkawinan yang dilakukan sebelum batas urnur tersebut maka rlir,t:b:ti "puLk:awinarr dibawah

- 
-,..,iI atari biasa pula dikenal dengan istilah pemikahaii dini.

..-..a Kunci: Anak di bawah Umur, Perkawinan

Abstract :
Law number I o"f 1974 Regading Matiage slates tlfit "tilai'ririge t:r ct spiritital and the

.tcal bond between a man and a wamdn as husband and **ife, "ruith the aini to establish a happlt
- .i everlasting.family (household) upon the divinity o{ God.Accerding tu the article 7 paragraph

' law N1.l of 1974, marriage is allowed.far those who have met the uge limir, tt,ich for man is
- 'nineteen) ))ears old and Jbr woman is 16 (sixteen) years old "subsequenily, the provision
-.'icitly explained that any marriages performecl hefare the age limil so called "under age
-;,'lioge" or also commonly known as early marriage.

'.=''.,,ords: trnder age marriage, marriage law

-{ Pendahuluan
Kodrat manusia sebagai makhluk yang di-

cptakan dengan penggolongan jenis kelamin.
Yakni pria dan wanita, satu dengan yang lain
riran tertarik untuk kemudian mempersatukan
,&ri dalam ikatan yang suci yang disebut o'perka-

r'inan" Model tatanan kehidupan masyarakat
mulai yang sederhana sampai dengan modem,
xrkawinan sdebagai suatu lembaga, selalu di-
mggap sakral. Hal ini dapat dipahami karena
dengan perkawinan tersebut, selain untuk me-
nenuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dari

Frkawinan itu akan lahir akan lahir keturunan

3ang tentunya diharapkan dapat meneruskan ke-

' Dosen Fakultas Hukum Universitas Ttdulako bidang
hkum Perdata

hidupan manusia yang berkelanjutan.
Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun

1974 adalah hasil suatu usaha untuk mencipta-
kan hukum nasional. Merupakan produk hukum
pertama yang memberikan gambaran nyata ten-
tang kebenaran dasar kebudayaan "Bhineka
Tunggal Ika". Dan ia juga merupakan unifikasi
yang unik dengan menghon::ati secara penuh
adanya variasi berdasarkan agalna dan keperca-
yaannya itu.l

Negara kita Indonesia adalah negara hu-
kum, hukum yang diciptakan untuk masyarakat
dengan tujuan agar masyarakat dapat inempero-

r l{azairin <lalam "Iaufiqiu'roiiinan Sahuri, Legalisasi Hu-
kttm Perkavtinan Di lnt{ane,tia. Jakarta, Prenadamedia
Groi.rp, 2013
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leh keadilan dan kepastian hukum. Cita-cita
Bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum
perkawinan yang di kodifikasikan dan di unifi-
kasikan dalam satu peraturan yang ada, dikare-
nakan kemajemukan suku bangsa, agama dan
kepercayaan yang berbeda-beda. Masing-ma-
sing niempunyai tata cara yang berbeda. Bangsa
indonesia tcrdiri beberapa agama dan atau ke-
pe!:oilyaail yang Lierbeda yaitu Islam, kristen, ka-
tolik, protestan, Hindu, Bridha, serta konghucu,
Perbedaan inilah mengakibatkan juga timbulnya
persepsi yang berbeda dalam satu hal, tak torke-
cuali masalah perkawinan.

fJengan berlakunya t.lndang-undang No-
nror I tahun 1974 (tN th,197.+ No 3019) meru-
paknn aturan huknrn. yaitu aturan hukum positif
yang tcrtulis yang bersitat sebagai pembatasan
yang mengikat dan niemaksa. Mendayagunakan
hukum sebagai sarana perubahan sosial perlu di-
perhatikar: adanya beberapa faktor yang clapat
rnenghambat dan mendorong keefektifannya.

Masyarak*t set:agai pemegang peran terle-
bih dahulu perlu di yakinkan akan perlunya me-
nerirra nilai-nilai baru sebagaimana yang dike-
hendaki oleh hukum, sebagai realisasinya peme-
rintair telah mengeluarkan Undang-undang No I
tahun 197,1 beserta peraturan pelaksana lainnya
yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975. Menurut lJndang-undang No.i /1974 da-
lam Pasal 1 mendefenisikan bahwa: Perkawinan
ialatr ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tuiu-
an membentuk keiuarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasai"kan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Jadi menurut UU No.l 17974, per-
kawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama/kerohanian, sehingga perkawi-
nan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasrna-
ni, tetapi unsur bathir/rokhani juga mempunyai
peranan yang penting.

Ivlembentuk keiuarga yang bahagia dan
kekal erat kaitannya dengan keturunan pemeli-
haraan dan pendidikan ter:hadap keturunan yarlg
merrjarJi hak clan kcwajitran CIrarg tua. [--lal yang
sangat penting traik bagi yar-rg bersangkutan,
yailu srrarni atau isteri ruaupurr bagi masyarakat
pada urrumrrya ialah, pencntuan saat manakah
dapat dan harus dikatakan bahwa ada sLiatu per-
kawinan selalu suatu peristiwa hukum dengan
segala akibat hukurn daripadanya. Antara pria
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dan wanita dikaiakan acia suatu perkawinan de-
ngan segala akibat hukur,rnya apabila perkawi-
nan tersebut dilaksanakan dengan tata carayang
sah. Menurut Pasai 2 i1) UU No.li 1974 perka-
winan adalah sah apabiia riilakukan menurut hu-
kum masing-masing agamanya dan kepercaya-
ar:nya itu.

Dalam Utj No. 1ii97 4 rJi tentukan prinsip-
prinsip ata* azao-ar;:s p*l'i;iiwinan rlengan sega-
la sesuatu yang bei'hrihungan dengan perkawi-
nan yang telah disrs,"iaikan dengan perkemba-
r:gan dan tuntutan zamitn. Azas- azas atau prin-
sip-prinsip yang teru":antum dalam Undang-un-
elang ini adalah scbagai berikut:

l. Tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga yang bahagia dmr kekal.

2. Dalarn lJndang-undang ini dinyatakan,
bahwa suatu perkawinan adalah sah bila-
nlana dilakukan u:enurut hukum masing-
rnasing aganialrya dan keperceyaannya
itu; dan disarnping itu tiap-tiap perkawi-
nan harus dicatet n:enurut peraturan per-
undang-undangan yang berlaku

3. Undang- undang ini rnenganut azas mo-
nogami

4. Undang-Undaag ini menganut prinsip,
bahwa calon suami-isteri itu har-us telah
masak jiw,a ragar:ya untuk dapat melang-
sungkan perka-rn inan

5. Perceraiai: dipersulit
6. I{ak dan kedridrikan suami isteri adalah

seimbang

Berdasarkan Azas )/ang tercantrim dalam
UUP salah satunya adalah bahwaCalon mempe-
lai pria dan wanita haius irrasak jiwaraganya,
yang mengandung rlakna bahwa kedua calon
mempelai harus telah deu,,asa menumt UUP No.
1 tahun 1974. Dervasa menurut UL,IP yakni ada-
nya batasan umrir antara laki iaki dan pererapu-
an. Laki laki hanrs telah beruraur l9 tahun, dan
wanita hanrs beruniur 1S Tahr"rn.

Akan tetapi lcnorrcrra yang terjadi adalah
nileah atau pcrkawinan tir.lak hanya dijalani oleh
orang dewasa, adanya hal-hal yang lnengakibat-
kan sescorang pria atau rvanita harus melang-
sungkan perkawinan, rneskiprrn n:ereka belum
cukup dewasa untuk melangsungkan perkawi-
nan menurut ULJP.

Melihat Fenrnre.na telscbut, terdapat per-



D;mpuk Pt:rkawinun ,4nak Dibawah Umur"l'eritarlop Pc;'ceraiart ",.

.:,.lsalahan yang menarik untuk dikaji, bagaima-

..r perkawinan dibawah umur menurut UUP
974 yang terjadi di Kota Palu? Dan jika terjacii,

::rrpak apa yang dapat ditimbulkan dari perka-

' rnan dibawah umur terliadap perceraian?

B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan melalui metode

:-.:,',-r::,,,lrve kepustakaan, disainping itupuia etri-

,...,baiikan dengan literature-literatur pendu-
,.--urg lainnya.

C, t{asil Dan Pembahasan

i, Perkawinan dibawah umur menumt
ULIP 1974 diKota Palu

Pengaruh adat kebiasaan setempat khusus-
.'.: clibeberapa kawasan Nusantara, masih ma-

',< dilakukan oleh para orang tua yakni menga-

'.rkan anak-auak. Sebagian anak-anak belum
.irang jiwa dan raganya sndah dijr:rJohkair oleh
.:rrg tna mereka. Tanpa mempeldulikan kebu-

-.ran auak, yang notabene masih muda untuk
:.:rnbangun keluarga. Fenomena ini sedikit ba-

,.,k akan merugikan tumbuh kembangnya
:,.;.nber daya manuasia yang unggul. Cita-cita
-::'riS llupns, pendidikair terhenti dikarenakan
-':ts incnikah karena kehenilak orang tua. Sete-

'., pe;rrikahan muda, anak dibarvah umur yang
'.;iangslrngkan pernikahan muda harus meng-
,Japi iagi kehamilan usia dini.Kelahiran yang

-.:iami ibu-ibu yang menikah muda tidak dapat
. :,rniJari, bahkan kadang menilatangkan mala-
r -'.akiL yang tidak diinginkan. Akibat banyaknya
: . . i n rrsiit i ve clari pcrkil\.vi nan anak-anak.

lltj No.l tahun l()74 ser"rara tegas menga*
-,\rlir birllwa "pe|kawittan iirlnllrh ikatan lahir
-"::r irirtlrirr rtrttara seotdng pr-ia clitn s€ori111g 1yi1-

:,i sclr;.rgai suami isteri dcngalt tri.iuali iltolti-
-;.riuk keluarga (rumah tangga) yalg l:ahagia
:::r kelral trerdasarkan Ketuliiulan YHng lnahfl
- :.i

[rrrrlang-Undang No.l T'ahun 1974 scba-

:* I arrdasan clarr acuan dalanr mcngcllrlirkan
:.., iriltuk rnclangsungkan perkawinan khusus-

.. -r &nak dibawah urlur, dalam hal ini KUA dan
l.::n\11 Depag dan Peirgadilan Agama Palu

. ::rg lirerupakan lembaga yang berwenang un-
--i mengeluarkan izin tersebut dan melangsung-
, :: kasus perceraian pada kasus perkarvinan di-

l't urul lliqrt

bawah umiir,.
Beberapa para ahli juga memberikan defe-

nisi perkawiiran, Prcf. Subekti. SH mengatakan
bairwa perkawinan adalah "pertaliair yang sah
antara seorang laki-laki dengan ssorang perem-
puan unrrrk rnak:tu yatig lama". Sedangkan Prof.
Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH rnemberikan
pengertian perkaw"inan adalah oosuatu hidup ber-
sama antara seorcng leki-iaki dan seclang pe-
rernpuan, yang memenuhi syarat-syarat yang
temasuk dalam peraturan hukurn perkawinan.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, Iv{.A. membe-
rikan pengefiian bahwa pelkawinan adalah n'le-
rupakan salah satu perintah agama kepada yang
mampu untuk segera melaksanakannya. Karena
perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan,
baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam
bentuk perzinaan.

Tujuan Perkawinan herdasarkan pasal 1

LIUP adalah untuk n:erubentuk keh:arga, rumah
tangga yang bahagia dan kekal. Dengan prinsip,
tujuan dan pengertian seperti ini, maka perkawi-
nan di indonesia tidak semata sebagai hubungan
keperdataan antara seorang pria dan wanita sela-
ku suami-isteri, tetapijauh lebih penting daripa-
da itu, perkawinan juga mempunyai ikatan yang
erat dengan agama (spiritual). sehingga perka-
r.vinan bukan saja mengandung dimensi ikatan
jasrnaniah belaka tetapi sekaligus juga trengin-
dahkan diinensi batin dan ro"hani"

Tujuan Perkawinan, sebagaimana yang di-
kemukakan ahli IvI. Qurais Shihab, (kutipan,

fu11p :i/r.r,ww"rnahkaulsh korrtitusi. go.idiberita. ;

07-11-12) adalah untnk inendapatkan ketena-
ngan hati (sakinah). Sakinah dapat lcstari rnana-
kaht kedur belah pilrak yang berpasangan itu
n'rurrncrliliara nrawaadilah, yaitu krisih $ayang
yang ter.jalirt autat'it kcrclua br":lah i;ihtl( taupa
ntcugiiatapkan itnbal;ur lpanrrih) rl]ilpun, t]iela-
inkan s$matit-u1i1ta karc:nu keinginnnnya r:ntuk
berkorhan rleugurl rnemhcrikan kesenangar: ke-

1:ada pasanganrlyll.
Lleherapa para ahli.jr-rga ilrenibcrikiirr defi-

nisr pcrknrariniiir, tliantaranyu nrciiirrrit Pr"of. Sr"r-

bekti" SH mcngatakan batirva perkawinan ada-
lali "pertalian yarig satr antara seorailg kiki-laki
dcngan seorang percn"iiiiian untLrk waktu yang
lama""2 Prol. Dr" R.Wir,jono Prodjotlikoro, SH.

2 
Sr.rbekti dalam Sirnajrintak SH, 2009, Pokok-pokok Hu-

kum Perdata Indonesia, Jakarta, Jaiirbatan.

33i

E



Jurnal Lex Librum, YoL II, No. 2, Juni 2016, hal 329 - 338

memberikan pengertian perkawinan adalah "su-
atu hidup bersama antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan, ymg memenuhi syarat-sya-
rat yang ,termasuk dalam poraturan hukum per-
kawinan.3

Adapun Syarat syarat Psrkawinan
t. Persetujuan kedua calon mempelai
2. Pria sudah benrmur 19 th, wanita 16 ta-

hun 4.
3. Izin orang tua I pengadilan jika belum

berumur 21 tahun
4" Tidak masih terikat dalam satu perkawi-

nan
5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan

la yang dikendaki oleh yang bersangku-
tan, karena hukum dan agama orang ter-
sebut mengizinkan seorang suami dapat
beristeri lebih dari seorang istri, meski-
pun hal yang ini dikendaki oleh yang
bersangkutan, hanya dapat dilakukan
apabila telah memenuhi persyaratan ter-
tentu dan diputuskan oleh pengadilan.
Menganut prinsip bahwa calon suami is-
tri itu harus telah masak jiwa raganya
untuk dapat melangsungkan perkawinan,
agar dapat mewujudkan tujuan perkawi-
nan secara baik tanpa berakhir pada per-
ceraian dan mendapat keturunan yang
baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah
perkawinan antara suami isteri yang ma-
sih berada dibawah umur. Selain itu per-
kawinan juga mempunyai hubungan per-
masalahan dengan kependudukan, ter-
nyata dengan batas umur yang lebih ren-
dah dari seorang wanita untuk kawin
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih
tinggi. Berhubung dengan itu maka UU
ini menentukan batas umur kawin bagi
pria adalah 19 tahun dan wanita 16 ta-
hun.
Tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga yang kekal bahagia dan sejahte-
ra, maka Undang-undang ini menganut
prinsip mempersukar terjadinya perce-
raian harus dengan alasan tertenfu serta
dilakukan didepan pengadilan .

Hak dan kedudukan isteri adalah seim-
bang dengan hak dan kedudukan suami
baik dalam kehidupan rumah tangga
maupun dalam kedudukan pergaulan
masyarakat sehingga dengan demikian
segala sesuatu dalam keluarga dapat di-
rundingkan dan diputuskan bersama
oleh suami isteri.
Menikahi seorang wanita lebih dari safiJ
menrpakan hal yang tidak disenangi ka-
rena pemikahan seperti ini eendenrng
menimbulkan persoalan.pcrsoalaa dalam
kehidupan rumah taagga dan keluarga,
Tanggung jawab rnoral dan materil dari
seorang Euami yang beristeri lebih dari
satu adalah lebih berat jika dibcndingkan
dcngan Euami atau ieteri yaug hauya ber-
lcteri eeorang. Oleh karena ltu Undaag

suami /isteri yang sama yang hendak di-
kawini
Bagi janda sudah lewat waktu tunggu
Sudah memberi tahu kepada pegawai
pencatatan perkawinan 10 hari sebelum
dilangsungkan perkawinan
Tidak ada yang rnengajukan peneegahan
Tidak ada larangan perkawinana

Undang- undang perkawinan menentukan
asas-asas perkawinan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan yang telah di-
seusaikan dengan perkembangan dan tuntutan
zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang ter-
cantum dalam UUP adalah sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adaiah membentuk
keluarga 1,ang bahagia dan kekal, untuk
itu suami isteri perlu saling membantu
dan melengkapi, agar masing-masing
dapat mengembangkan kepribadiannya.
Membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan materil.

2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukurn masing-ma-
sing agamanya dan kepercayaannya itu,
dan disanrping itu tiap-tiap perkawinan
itu haruc diexat menurut peraturan per-
undangan yang berlaku. Peneatatan per-
kawinan itu adalah hal yang sama de"
ngan kclahiran, komatiail y*lng dir:yata-
kan dengaR surat keterangan, Buarll akta
resmi yang juga dirnuat elalanr peneata-
tan,

3, Menganut asas msnogami, hanya apabi-

z lbtd
a Abdul kadlr Muhetumcd, Hukum Pcrdata Indonesla, B0
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)ampak |ttrkuwinan Anuk Dihaw(th IJmut Terhadap l'ctceruian ."

undang menetapkan bahwa poligami ba-

ru dapat dilakukan apabila ada izin dari

pengadilan.
Menurut ketentuatr Pasal 6 ayat 2 UUP,

--ltuk lnelangsutlgkan perkawinan, seseorang

:ng belum mencapai utrittr 2i tahun harus

.:L-ndapat izin kedua orang tua, izin ini wajar,

.r]rero mereka yang beltm berutnur 21 tahun inr

r:illm dewasa menumt hukum. Diiihat dari segi

r..jehatan, pasangan yang rnenikah diusia muda

::pat berpengaruh pada tingginya angka kema-

,:n tbu yang melahirkan, kematian bayi selta

: :-'rpollgaruh pada rendahnya derajat kesehatan

:,u dan anak" Pembatasan umur minimal untuk
...r',iir.r bagi warga negara pada prinsipnya di-
..,irsudkan agar orang yang akan menikah di-

.ri'al.,liaR sudah memiliki kematangan berpikir
::.'nlittangan .jiwa dan kekuatan fisik yang me-

:.a,Jai. Kornungkinan keretakan rumah tangga

..:,ng berakhir dengan perceraian dapat dihinda-

.. karena pasangan tersebut dapat memiliki ke-

,,.daran clan pengcfiian yang lebih matallg n1e-

.:enai tujuan perkawinan yang menekankan as-

:.'k kchahagiaan lahir dan bathin.
Fernikahan dibawah umur atau biasa dike-

:,:i dengan istilah pernikahan dini, merupakan

.:rstituisi agung untuk mengikat dua insan lawau

.'nis yang masih remaja dalam satu ikatan ke-

,iarga. Selanjutnya yaitu menurut Froi. Dr. Sar-

,:o Wirawan Satwono. Beliau mengarlikan per-

:,rkahan dini adalah sebuah nama yang lahir da-

:. komitmen moral dan keilmuan y-ang sangat

:.'.rat" sebagai sebuah solusi alternatif.)
Bagi perkawinan sangat jelaslah bahwa

.:ng boleh melangsungkan perkawinan adalah

:::ereka yang telah memenuhi batasan usia untuk
.:-,elangsungkan perkawinan seperti yang tefi era

:alam Pasal 7 ayat I UU No.1 Tahun 197 4 yang

:irlera bahwa, batasan usia untuk meiangsung-
aan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sem-

:rlair belas) dan wanita sudah berusia 16 (enam

:;tas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan terse-

:rit dijelaskan bahwa setiap perkawitian yang

i:lak"rrkan oieh calon mempelai yang mana ca-

..rn pcrrgantin prianya belum berusia 19 tahun,

:an calon pengantin wanitanya belum berusia

- 5 I airun discbut sebagai "perkawinan dibawah

,.1iiur" iit.au biasa pula dikenal dengan istilah

5 Penelitian terdahulu, perkawinan dibawah umur dikota

Palu, ditinaudari UUP 1974.

n"urul Miqat

pernikahan dini. L-lndang-undang Nti.l Tahun

1974 mcnje laskan syarat-syarat yang wajib di-
penuhi calon mempelai sebelum melangsungkan
pernikahan adalah menurut Pasal 6 ayat 1 UU
no1" Tahun 1974 : per"kawiuair harus persetuju-

an para ealon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU no.1

T'ahun i974: untuk rnelangsungkan perkawinan,

sescorang yang belum rnencapai umur 21 (dua

prilitrh satu tatrun') harus mendapat iji:r kedua

orang tua, sedangka Pasal 7 UU No 1 Tahun

\974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

u,anita sudah mencapai uillur 16 tahun.

Sedangkan tnenurut negara, pembatasan

umur niinimai untuk karvin bagi rvarga negara

pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang

akan menikah diharapkan sudah r"nemiliki kema-

tangan berpikir" kematangan jiwa rlan kekuatan

iisik yang memadai" Keuntungan lainnya yang

diperoleh adalali kem un gkinan keretakan rr"tmah

tangga yang berakliir dengan perceraiatt dapat

tJihinilari, karena pasangan tersebut memiliki
kesadaran dan pengertian yang lebih rnatang

mengenai tujuan perkawinan yang menekankan

pada aspck kebahagiaarr lahir dan bathin.

Sedangkan kategori anak dibawah utnur

berlaku pula UU No.23 tahun 2002 mencegah

aCanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu

dirnana dalam Pasal 1 tentang per'lindungan

anak, defenisi anak adaiah diinana seseorang

yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang da-

lam kanriungan. Setiap anak mempunyai hak

<lan kewajiban seperti yang tertuang dalam

Pasal 4 UU No.23 tahun 2A02; setiap anak ber-

hak untuk dapat hidup, turnbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serla menda-

pat perlindungan dari kekerasan dan diskrimina-
si, Pasai 9 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun

20A2: setiap anak berhak memperoleh pendidi-

kan clan pengajaran dalarn rangka pengemba-

ngan pribadinya dan tingkat kecerdasannya se-

sriai dcugan minat dan bakatnya" Pasal 11 UU
No.23 Tahun 2A02 : setiap anak selatna dalam

pengasulian orang tua, wali, atau pihak lain ma-

niipun -vang bertanggung atas pengasuhatr, ber-

hak rnendapat perlindungan dari perlakuan :

a. diskriminasi
b. eksploitasi baik ekonorni maupun seksu-

al

I
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c. penelantaran
d, Kekejaman, kekerasan, dan pengeiiiaye-

an

e. Ketidak adilan
f, Perlakuan salah lainnya.

Penentuan batas usia minimum untuk ka-
win dalam Pasal 7 tJU Perkawinan, kalau dita-
rik garis lurus pada kebiasaan ailat yang gemar
mengawinkan auak-auaknya yaug masih belum
matang, ditanah Air ini ada komajuan yang 0u-
kup signifikau demi mengeliminir perkawinan
bocah yang masih gemar bermain. Maka batas
usia minimum ditetapkan Pasal 7 UU perkawi-
nan ini, dalam lingkungan rnasyarakat yang l<ri-
tis, khususnya pembela kaurn Perempuan, elira-
sakan masih ranum dengan penrrasalahan.

Efektifitas herlakunya Pasal 7 UU perka-
winan yang menentukan batas usia minirnum
untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun
bagi pria, menggaris bawahi bahwa jika calon
mempelai tidak mampu membuktikan usianya
dalam bentuk akta kelahiran . Berdasarkan pasal

6 ayat 2 huruf a PP No. 911975, ketiadaan akta
kelahiran dapat diganti dengan akta kenal lahir
atau surat keterangan lahir.

Banyaknya pihak yang rnengajukan kebe-
ratan dan menginginkan batas usia rninimum
tersebut ditingkatkan pada usia kedewasaan saat
ini yang lebih maju dalam pemikiran. Terutama
untuk batasan usia minimum bagi rnanita yang
dirasakan masih rendah sehingga potensial
akan memunculkan konflik yang jadi kendala
dalam melangsungkan rumah tangga yang baha-
gia.

Aturan batasan minimum unhik kawin,
kenyataannyabagi masyarakat modern yang se-
lalu mengedepankan pendidikan, umur 16 tahun
bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki ter-
sebut dianggap sangat dini untuk rnelangsung-
kan sebuah perkawinan. Tercapainya cita cita
minimal setelah meluluskan pendidikan di uni-
versitas merupakan capaian tingkat tinggi dalam
pendidikan kebanyakan generasi muda, umum-
nya perkawinan ideal baru akan dilaksanakan
setelah misalnya kalo mereka sudah memiliki
pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri.

Obyek penelitian ini adalah Kanwil Depag
Sulawesi tengah sebagai pihak yang mendata
sefirua perka#inan yang dilangsungkan oleh
KUA, maupun Kantor Catatan Sipil dan Penga-
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dilan Agama Palu Kelas IA, sebagai pihak yang
bernvenang memberikan izin bagi pemohon
yang akan mengajukail perceraian dan salah sa-
tu pihak yang mengajukan perceraian tersebut
merupakan pasangan suami isteri yang masih
dibawah umur.

Bapak Sofian Arsyad, S.Pd,I, M,Si yang
menjabat sebagai Kepala Seksi Kepenghuluan
dan Pemberdayaan KUA bahwa temyata walau-
pun fenomena perkawinan makin banyak, dan
mudahnya untuk mendapatkan ijin untuk meni-
kah serta proses yang mudah, akan tetapi secara
terdata, diseluruh KUA yang ada dikota Palu ti-
dak dijumpai pemberian ijin menikah untuk
anak anak dibawah umur, atau tidak adanya
pemberian_ijin untuk menikah pada anak diba-
wah umur.6

Beliau mengatakan pada dasarnya tinggi=
nya kesadaran untuk menikah terkait dengan
umur seseorang, khusus[ya di kota palu. Pasa-
ngan yang akan menikah sangat menyadari bah-
wa adanya aturan hukum yaug berlaku terhadap
para calon pasangan yang akan mengajukan per-
mohonan akan menikah, disebabkan bahwa ada
syarat syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh
mereka yang akan melangsungkan pernikahan.
Sejauh ini pantauan terhadap calon pasangan
yang akan mengajukan permohonan untuk me-
nikah tidak berani mengambil resiko setelah
mengetahui syarat yang harus dipenuhi terkait
dengan umur calon mempelai.

Berdasarkan hasil wawancara bersama
Bapak Rulli Adiaksa, SH, bahwa semua data
yang masuk yang mengajukan permohonan pro-
ses perceraian tidak ditemukan pasangan suami
isteri yang masih dibawah umur. Peneliti meng-
anggap bahwa perkawinan yang dilangsungkan
oleh pasangan yang masih dibawah umur sangat
rentan dengan perceraian.agar orang yang akan
menikah diharapkan sudah memiliki kemata-
ngan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan
fisik yang memadai. memiliki kesadaran dan pe-
ngertian yang lebih matang mengenai tujuan
perkawinan yang menekankan pada aspek keba-
hagiaan lahir dan bathin, sedangkan pasangan
suami isteri yang masih dibawah umur tidak
menemukan kebahagiaan lahir dan bathin, dika-

6 Hasil wawaRcara pada penelitian sebelumya, Ferkawi-
nan anak dibawah umur diKota Palu ditinjau dari Un-
dang-UndangNo 1 Th 1974.
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renakan jauh dari sikap dewasa.T

_ Bagaimana jika tetap ingin melangsung_
kan perkawinan, jika kedua mempelainya diba-
rvah ketentuan yang dibolehkan UUp, untuk
melaksanakan hal tersebut, maka kedua orang
rua laki- laki maupun kedua orang tua perempu-
an dapat meminta dispensasi atas ketentuan
umur kepada pengadilan Agama bagi yang bera-
eama Islam, dan Pengadilan negeri bagi yang
beragama non IvIuslim.

Dan jika terjadi, dampak apa yang dapat
ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Ti-
dak terdapatnya dalam data perkawinan, adanya
pasangan suami isteri yang masih dibawah
urnur, adalah dampak dari tegasnya Undang_
undang terhadap batasan umur calon pria dan
*'anita yang akan mengajukan permohonan ijin
menikah. Batasan umur yang diberikan oleh
L-IJ No. 1 tahun 1974 yang sangat tegas ter.ha_
dap pasangan yang akan menikah yakni L9 ta-
hun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perem-
puan. Juga penegasan dari UU No 23 Tahun
1002. Akan tetapi dengan adanya batasan ter_
sebut menjadi peluang untuk adanyapernikahan
-vang tidak dicatatkan menurut ketentuan UU.
Sejauh ini menurut hasil wawancara ditakutkan-
rya adanya celah pada pasangan dibawah umur
rang tidak mendaftarkan dan mencatatkan per_
nikahannya dikarenakan adanya penegasan ter_
hadap umur calon mempelai yang akan melang_
sungkan perkawinan, dan adanya sanksi tegas
terhadap mereka yang melanggar ketentuan ter_
sebut.

:. Dampak apa yang dapat ditimbulkan
dari perkawinan dibawah umur terhadap
perceraian

Melihat makna dari tujuan perkawinan
adalah untuk menciptakan keluarga yang baha_
gia dan kekal. Maka tujuan luhur tersebut pada
.'lasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasa-
ngan yang melangsungkan suatu perkawinan
,Jengan iringan doa dari kedua belah pihak da-
lam hal ini keluarga dari kedua belah pihak
etaupun masyarakat sekitar. Sudah menjadi kod_
rut apa yang ada di alam fana ini tidak ada
iang kekal, termasuk perkawinan. pada saat ter_

tenru setiap perkau,inan pasti akan bubar atau
putus. lni ditegaskan cieh pasai 38 ULr perkawi_
nan yang menyatakan :

Perkawinan Putus karena :

a. Kematian
b. Perccraian
c. Atas putusan pengadilan

Fentbiiha]:aran ils:ika..ri ai;an pa,J"r,_itiu ri1-
nya oleh Pasa 199 Bi.tr ciitetapkan:

1. Karena leematian,
2. Karena keadaan tak hadir suami isteri

selama sepuluh tahun yang kemudian di_
ikuti perkawinan bar-u oleh yang diting_
galkan sesuai proserlur,

3. Karena putr;san hakim setelah adanya
perpisahan meja dan ten:pat trdur,

4. Karena cerai
Tetriang plrtusn3ra perkar,r.inari seteiah sji-

dahuiui oletr pisair rneja dan tempat tidur, alasan
ini tidak dikenal daiam U{J perkawirran" sehing-
ga dapat diperran,vakan. apakah iernbaga ini di_
perboiehkan aniiai kata dipergunakan saat seka-
rang jika ada pasangan yang mernohon di pe_
ngadilan. Kaiau memnag tujuan perkawinan
rnenl-lrut Uti Perkaqrinan antara iaii: adalah
menghindari pereeraian dengan optirliai, tidak
ada sa.lahnya lei-nbaga pisah rneja da,i teirpat
tidur ini elipei:gunakan seilisai aria ,,,ang riletliill_
tanya. ke Ferigariilan seternpat. Cara rlaii prose_
dur yang ada ciaiam E$/ dapat saja riiidopsi
oleh Flakim lewat kewenangannya dalam usaha
mempersukar cerai yang diarnanatlEan oleh UU
Perkawinan.

Perceraian yang meirpakan saiali satu pu_
tusnya perkarn,inan, pembicaraan rnerr j adi san gat
inten. Ilerceraian merupakan suaiu peristiwa
yang seoara sadar dan sengaja dilalrukan o,leh
pasangan suami isteri untrrk rnengirkhiri atau
meir:bubarkan perkawrnair mereka. Ti4uan un-
tuk rnemirentrik kelilarga yang kekal rnenjadi
kandas. Putusn3ra perkaw,inan karena cerai, libih
banyak inenimbulkair dainpak yang'berkepada-
ngan bagi anggota keluarga yaiig be;:sangkutan,
bahkan sampai memakan waktu yang iama.

Perceraian sebagai pen.ie"bab putusnya
perkawinan oleh hokurn diatur ser"inei niungkin .

Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk ce-
rai, dengan cerai sejak kapan perkawinan diang-
gap putus, bagaimana prosedur cerai harus dia_

hlwrul Miqat

Hasil wawancara
oan anak dibawah
Jnng-Undang No 1

pada penelitian sebelumya,
umur diKota Palu ditinjau
Th 1974.

Perkawi-
dari Un-
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tur. Pelkawinan sebagai titik mula pembentrikan
keluarga yang dipercayai sebagai komponen da-
sar kehidupan, Apalagi putus akibat cerai, dam-
paknya pasti akan berasa bagi sendi kehidupan
masyarakat. Besar kecilnya angka perceraian,
sering dipergunakan sebagai tolak ukur untuk
menelaah kernbali kebijakan bidang-bidang so-
sial lain yang mempengaruhi, pun terhadap pa-
sangan suami isteri yang masih dibawah umur,
yang ai<an rnengajukan permohonan untuk ber-
cerai.

Alasan cerai diatur oleh penguasa dengan
tujuan agar rurnah tangga yang dibangun oleh
suami isteri itu tidak dirobohkan dengan dalih
yang tidak layak. Pembatasan alasan dengan
dalih dalam undang-undang sejauh mungkin te-
tap separaiel dengan dengan asas*asas yang
mendasari hukum perkawinan. Pada prinsipnya
UU Perkawinan mempersukar pereeraian, sesuai
dengan struktur masyarakaat agama yang dia-
nut, alas an cerai tidak diperkenankan dengan
alasan diluar yang ditetapkan oleh ketentuan
UU Fei"kawinan.

Fasal39 UU Perkawinan menegaskan da-
lam salah safu bahasanya, bahwa cerai hanya
dapat dilaksanakan dimuka sidang pengadilan,
setelah Hakim tidak berhasil rnendamaikan pa-
ra pihaknya. Berdasarkan ketentuan ini tergam-
bar jeias bahwa sebuah perceraian tidak boleh
dilaksankan secara iiar diluar pengawasan Ne-
gara. Ini wajar mengingat keberadan perkawi-
nan itu sendiri, Negara sejak awal ikut campur
dan intensif sembari menerjunkan petugas pe-
merintah yang secara khusus ditunjuk untuk me-
nangani prcsedur pelangsungannya. Manakala
awal terlangsunkannya sebuah perkawinan, Ne-
gara menentukan koridornya sebagai syarat ke-
absahannya, maka sangat masuk akal kalau apa
yang sudah dipertalikan tersebut hendak dipu-
tus, Negara merasa berkewajiban puia untuk te-
tap berperan, yakni lewat koridor peradilan,
agar apa yang sag itu hendak diakhiri maka ha-
rus mengikuti koridor menurut aturan hukum
yang berlaku.

Di kota palu tidak ditemukannya angka
Perceraian yang diajukan oleh pasangan suami
isteri yang masih dibawah umur. Dikarcnakan
kesadarau para pihak calon mempelai yang akan
meiangsungkan perkawiuan, pcnekanan batasan
umur yang m€ngaeu terhadap kedewasaan sese-
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{iri.rig y*ng rncn5,,ei;ebi.;rn pihak-pihak yang
ak*n meiangsungkan perkawinan sadar akan hal
tersei;ut.

Tidak ditenrrrkari;1_va pasangan perkavri-
nofi )/ang rnasih dibawah urnur, maka tidak dite-
mukan puia perceraian diharvah urnur. Khnsus-
nya di Kti,a Palu.

I). diesinrpulalr
Uti hio"i t*i;irri i97.4 secara regas meilga-

iakan bahwa "perkaw.inan adaiah ikatanlahir dan
batliin antara seorailg pria dan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan ke-
kal trerdasarkan Ketuhanan Yarig maha Esa".

Bagi perkawir:en tersebut sailgat .jelaslah
bahlr., a'.var: -e troleh r:eiarrgsungkan perkawinan
adalah rnereka yalig teiah rnemenuhi batasan
lrsra unluk melangsr-ri:gkan perkawinan seperti
yang tedera dalalri ilasal 7 ayat I L|LI Nr:.1 Ta-
hun i974 yang teitera bahwa, batasan usia un-
tuk melangsungkair perkawlnan itu pria sudah
bemsia 19 (sembilan belas) dan rvanita sudah
berusia i5 (enarn bela,s) tahun. Secara eksplisit
ketentuan tersebut eii.jelaskan bahwa setiap per-
ka.,vinan yang dilakukan sebelun: iratas umur
tersetiut maka disebiit "perkau,inair dibawah
uilrur" atau biasa pula dikenal dengan istilah
peniikahan ciini. Ul:rlang-undarrg l"{o. i Tahun
i974 menjelaskaii sj-arai-syarat yarig wajib di-
penuhi calon mempeiai sebelum melangsungkan
pernikahan adalah menurut Pasal 6 ayat I UU
no1. Tahun 197.;i. p'-rkawinan harus pelsetujuan
para calon menrpelai, Pasal 6 ayat 2 UU no.l
Tahun 197,1: untuk rnelangsungkan perkawinan,
seseorailg ),ang belurir inencapai untur 2i (dua
pulrrh satu tahun) harus mendapat ijin kedua
orang tua, sedangkan Pasal 7 IJIJ No 1 Tahun
197:{: perkarvinan hanya diijinkan jika pihak
pria s;idah mencapal Lrrilur 19 tahun ,Jan pihak
rvanita sudah mencapai ulnur 15 tahun.

Sedangkan mcnuntt negaral perlbatasan
iinrur minimal ulil,irk kar.iin bagi v,,arga negara
p;ada prinsipnya dir-naksudkari agar: orang J/ang
akan menikah cliharapkan sudah rnemiliki kema-
t,rr.*an berpikir, k-ernntitrigan iira,a tlau kckuiitan
fisik y;uig msnr*dai. Keuirtungan lainnya yang
eiipeloleh adalali keriiutgkinan kerctakan rumah
tongga yang berakhir dcngan pereeraian dapat
dil:iririar-i, k;irctu p;r:;angafl tcrsubr,rt riicrniliki
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.\esadararl dan pengertian yang iebih matang
nengonai tujuan perkawinan yang menekankan
:ada aspek kebahagiaan lahir dan bathin.

Dimungkinkannya seseorang kawin pada
-.sra kurang dari batas minimum yang sudah di-
.:tapkan, dengan mengajukan permohonan ke-
-:ada Pengadilan berdasarkan alasan tertentu.
\pa alasan yang dimaksud, undang-undang
!.ndid tidak mernberikan penjelasan secara rin-
:i. namun hal itu didasarkan kepada pertimba-
:san hakim yang sekiranya dianggap layak un-
.,rk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlu-
::an. Dispensasi yang dimaksud dapatdiajukan
selain kepada pengadilan, juga dapat dimintakan
r:epada pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
: rang tua pria maupun pihak wanita .

Aturan menyangkut dispensasi ini adaka-
snya memang diperlukan akibat keadaan daru-

rat yang menyimpang dari situasi dan kondisi
:.orma!. Persoaian dispensasi yang diberikan ini
s;irenarnya lebih kayak dan proporsional kalao
:L'nnohonannya dia.jukan ke Pengadilan, karena
::akirn sctclah rrrengetahui alasan dan inenrlc-
:.gar dari pihak keluarga, secara obyektif akan
:,,.pat rncnrherikan pcnetapan yang aelil. ini
:cnjadi pentirrg sebagai dasar yr"ridis tragi petu-
..r! yang akan rnelangsungkan perkarvinair Lei"-

::but. i:ncngingat peristiwa itu dilaksaualcntr lta-
::na ,Jalirm kcadaan darurat, sementara kalirtr
::spensasi itu diberikan oleh peja[:at lain seba-
-:irrrarra diriraksud oleh pasal 7 ayat 2 UU pel-
..:3winan yang tidak pernah jelas siapa pejabat
ang dimaksud, justru akan rnengakibatkan ke-

:inCUan.

Sekali lagi ditegaskan bahwa pelalcu per-
".ie\\'inan selain sudah mamiliki kemampuan

baik secara ragawi ataupun rohani sebagai be-
kalnya, kernatangan jiwa dan raga amat diperlu-
kan waktu berangkat rnengay'uh biduk rumah
tangga saaat mengarungi lautan hidup yang acap
kali bisa dilanda goncangan atau badai. Kemam-
puan yang prima lahir dan bathin, sangat diper-
lukan bagi para pihak yang bersedia hendak
melangsungkan perkau,inan, agar kemampuan
nntuk bertanggung jawab sebagai suami isteri
dapat diwujudkan dengan lugas.

Alasan cerai diatur oleh penguasa dengan
tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh
suami isteri itu tidak dirobohkan dengan dalih
yang tidak layak. Pembatasan alasan dengan
dalih dalam undang-undang sejauh rnungkin te-
tap separalel dengan dengan asas-asas yang
mendasari hukum perkawinan.pada prinsipnya
UU Perkawinan mempersukar perceraian, sesuai
dengan struktur masyarakaat agama yang dia-
nut, alasan cerai tidak diperkenankan dengan
alasan dihrar yang elitctapkan olch ketelttuan
ULI Perkawinan.

Dikota palu tidak ditemukanuya angka
Perereraian yang diajukari oleh pasangan suarli
istr:ri yang nrasih dihawah umllr" I)ikarenakan
kesa{l$ran para. pilrak calon rrcrnpelai yarrg akan
mr;lnngsrrngleun perk;rwinan" pcnelcatran batasan
rrrliul' yang mcRgacu terhadap keder.r,asaan sesc*
orang yang menycbabkan pihak-pihak yang
akan melaugsungkan perkawinan sadar akan hal
tcrsebut.

Tidak ditemukannya pasangan perkawi-
fiari yang masih ciibawah umur, mal<a tidak dite-
rnrikan pula perceraian dibawah umur. Khusus-
nya di Kota Palu.

Nurul Miqat
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